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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang 

didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi dalam kasus posisi 

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan Putusan Nomor 

142/Pdt.G/2018/PN.Blb tersebut tidak dapat dilakukan parate 

eksekusi oleh kreditur. Hal ini disebabkan karena hak kebendaan 

jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia 

dalam buku daftar jaminan fidusia. Selain itu, tindakan pendaftaran 

yang dilakukan setelah terjadinya wanprestasi bertentangan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang 

melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor 

paling lambat 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan dibuat. 

Oleh sebab itu, sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah 

terjadinya wanprestasi tidak dapat dijadikan dasar bagi kreditur 

untuk melakukan parate eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia 

tersebut. 
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2. Debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa 

kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya 

wanprestasi mendapatkan perlindungan hukum yang sangat 

terbatas. Ketika perusahaan pembiayaan konsumen melakukan 

parate eksekusi, tindakan yang dapat dilakukan debitur yang 

beritikad baik hanyalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan 

meminta suatu ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya akibat 

eksekusi tersebut. Kemudian, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

debitur yang beritikad baik berhak untuk menerima sisa harga 

penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya lain-lain 

dari hasil penjualan obyek jaminan fidusia. 

B. Saran 

1. Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya dilakukan sesegera mungkin 

oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan pembebanan fidusia untuk pembelian kendaraan 

bermotor sebelum wanprestasi terjadi. Dengan dilakukannya 

pendaftaran fidusia sebelum jamngka waktu 30 hari berakhir maka 

kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur 

preferen yang memiliki hak untuk mengeksekusi obyek jaminan 

fidusia tersebut akan tetap terjamin dan dapat melakukan parate 

eksekusi. 
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2. Pemerintah khususnya petugas di Kantor Pendaftaran Fidusia yang 

berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 

seharusnya lebih berhati-hati dalam memeriksa data-data pendaftaran 

jaminan fidusia sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum dimana 

jaminan fidusia yang didaftarkan setelah adanya wanprestasi tidak 

terjadi. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar 

ketentuan jangka waktu maksimal untuk pendaftaran jaminan fidusia 

dengan obyek kendaraan bermotor tersebut juga harus lebih 

ditingkatkan untuk mencegah adanya pihak-pihak lain yang tidak 

mematuhi aturan tersebut. 
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